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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Bentuk Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dengan 

memanfaatkan media elektronik mengacu pada asas lex specialis derogate 

legi generalis yaitu UU ITE sebagai lex speacialis yang lebih spesifik 

diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan KUHP sebagai lex generalis terdapat 

dalam Pasal 378, sebagai Undang-undang yang bersifat khusus UU ITE 

setidaknya menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat 

dalam menjalankan aktivitas di media elektronik. 

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan melalui media elektronik 

akan dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara 

paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Meskipun tidak secara khusus 

mengatur mengenai tindak pidana penipuan namun tetap dapat untuk 

membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam 

hal tindak pidana penipuan online. 
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B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penyempurnaan UU ITE dimana masih terdapat kekurangan 

yang salah satunya tidak diatur secara khususnya tentang tindak pidana 

penipuan online dan masih terbatas konteksnya pada perlindungan 

konsumen dalam aktivitas jual beli bukan terhadap segala aktivitas 

penipuan online. 

2. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerja 

sama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai 

bahaya tindak pidana cyber crime khususnya mengenai penipuan yang 

dilakukan secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat 

mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi 

dan transaksi elektronik. Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat agar 

lebih berhati-hati dalam penggunaan dan beratraksi dalam media 

elektronik. 
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